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FX. Sumarja, Upik Hamidah, dan Ati Yuniati

Konstitusi agraria memposisikan rakyat indonesia sebagai subjek

hukum yang harus mendapat perlincungarl ierkait sumber daya

agraria. Pada setiap kesempatan seDu-Lan " demr kemakrnuran/

kesejahteraan/kepentingan rakyat" terus me ngemuka, namun pada

sisi lain rakyat mendapat perlakuan yang tidar ser-nestinya. Misalnya

para petani termajinalisasi dengan kebilakan pengadaan tanah

untuk kepentingan umum maup'-jr ,-lf:i',iK keoentingan slvasta,

sehingga mereka terusir dari tempat tinggai dan tempat usahanya.

Sebutan rakyat lndonesia seringkaii masih dirancukan dengan

sebutan penduduk dan ,,^;arga neg313 !ndonesia. $,,1enjadi pent!ng

untuk rrengetahui rnakna dari rnasing-masing sebutan tersebut.

Lebih lanjut siapakah yang dimaksud dengan rakyat lndonesia dalam

konteks konstitusi dan UUPA, serta bilamana orang asing (warga

negara asing) dapat dikategorikan sebagai penduduk lndonesia.

Penelitian initermasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinaldengan

pendekatan perundang-undangan (sfatute approach), pendekatan

konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical

approach), dan pendekatan filosofis (philoshopical approach).

Hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama, berdasarkan konstitusi

agraria, yang dimaksudkan dengan rakyat lndonesia adalah Warga

Negara lndonesia, sehingga amanat Pasal 33 ayat (3) UUDNRI
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1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran warga negara lndonesia, baik yang tingqal

di lndonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Kedua, secara

bersama-sama baik rakyat lndonesia (WNl) maupun penduduk

lndonesia diberikan kesempatan dalam pengelolaan sumber daya

alam (agraria). Ketiga, orang asing yang diperkenankan sebagai

subjek hak atas tanah, terbatas pada orang asing yang telah menjadi

penduduk lndonesia.

Kata kunci: rakyat, penduduk, WNl, konstitusi, agraria

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sudah tidak terbilang lagi kata-kata " demi kemakmuran/kesejahteraan/

kepentingan rakyat" ditulis maupun diucapkan dalam berbagai

dokumen negara baik berupa peraturan perundang-undangan, TAP

N4PR, pidato-pidato kenegaraan maupun pidato-pidato partai politik,

bahkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dibentuk dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terlalu sering ditulis dan diucapkan,

rnaknanya menjadi hilang. Boleh dikata, meskipun sering ciitulis dan

diucapkan kata-kata tersebut justru kehilangan maknanya. Kalaupun

ditelusurilebih jauh sebenarnya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan

siapakah yang dimaksud dengan rakyat lndonesia itu. l-idak selalu

signifikan orang menyebut kata rakyat dengan makna sebenarnya yang

dituju. Keadaan yang sering terjadi justru sebutan "demi ker"nakmurari/

kesejahte raan/ kepentingan rakyat" adalah semu atau kamuf lase dan

hanya untuk penyamaran dari tujuan yang sebenarnya'

Secara konstrtusional, Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 mengatur bahwa

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Konsideran berpendapat UUPA menyatakan bahwa hukum
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agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari Dekrit Presiden



tanggal 5 Juli 1959, ketentuan Pasal 33 UUD dan Manisfesto Politik

Republik, lndonesia sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden

tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur

pemilikan tanah dan memiinpin penggunaannya, hingga semua tanah

di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara

gotong-royong. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa

seluruh wilayah lndonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat

lndonesia, yang bersatu sebagai bangsa lndonesia.

TAP MPR No. |)7MPR/2001 mengamanatkan kepada pemerintah untuk

melaksanakan Pembaharuan Agraria dan Pengelo!aan Sumber Daya

Alam, mengingat UUPA masih kurang iengkap mengatur sui-nber daya

alam. Beberapa catatan penting daiar:r TAP MPR No.l)Ulv{PR/2001

terkait dengan pembangunan hukum agraria nasional yakni: 1) Adanya

fakta yuridis bahwa peraturan perundanc-undangan yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling

tumpang tindih dan bertentangan:' 2) Fembaruan agraria mencakup

suatu proses yang berkesinai'nbungan berkenaan dengan penataan

kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaaian sumber

daya agraria, dilaksanakan da!am rangka tercapainya kepastian dan

perlindungan hukum serta keaoiiar cian kemakmuran bagi seiuruh

rakyat lndonesia.2

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendapatkan kejelasan arti dan

makna kata "rakyat lndonesia" perlu dikaji dari sisi konstitusr. Bilamana

sudah jelas maknanya dari sisi konstitusi mak"a tidaklah seharusnya

disalahartikan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau

kelom pok. Terlebi h kata-kata " dem i kesela hteraa n/kema kmu ra n ra kyat "

jika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam (agraria)seharusnya

sungguh mencerminkan keberpihakan pada rakyat, terutama rakyat

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
MPR/z001 tentang Pembaruan Agraria dan

Konsideran Menimbang Huruf d
2 lbid, Pasal 2

Indonesia, Ketetapan MPR No.lX/
Pengelolaan Sumber Daya Alam,
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kebpnyakan. Selain kata "rakyat" seringkali juga dirancukan dengan

kata "penduduk" pada satu sisi dan istilah "Warga Negara lndonesia

(WNl) ataupun orang asing" pada sisi lain.

2. Permasalahan

Guna memperoleh kejelasan makna atau ketepatan penggunaan

kata "rakyat lndonesia", "penduduk", atau "WNl" dirumuskanlah

permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Siapakah yang dimaksud dengarr rakyat lndonesia dalam konteks

konstitusi dan UUPA?

b. Apakah makna kata rakyat lndonesia sama dengan pendudukA/VNl

dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam (agraria)7

Bilamana orang asing (warga negara asing) dapat dikategorikan

sebagai penduduk lndonesia?

17 4 n. METoDE PENELTTTAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum umumnya dikenal dua tipe penelitian, yaitu penelitian

hukum normatif dan penelitian hukum empiris,3 atau yang dalam

literatur internasional disebut sebagai penelitian hukum doktrinal

(doctrinal legal research) dan penelitian hukum non-doktrinal \non'
doctri nal i egal resea rch).a

3 Pembedaan tipe penelitian hukum normatif dan empiris, antara lain dapat dibaca
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelition Hukum dan Jurimetri, )akarta: Ghalia-
Indonesia, 1990; Soerlono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,

1986; Soerjono Soekanto dan Sri Mamuf i, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada ,2010,h.3-4; Johnny Ibrahirn, Teori dan Metode

Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media,2006.,h.34,44; Mukti Fajar dan Yu-

lianto Achmad, Dttalisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010, h., 34-60; C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada

Akhir Abad Ke-Z0, Bandung: Alumni, 2006, h. 118; Philipus M Hadion,"Pengkajian Ilmu
Hukum" dalam Kumpulan Makalah Pengkajian llmu Hukum Dogmatik (Normatif) &

Metode Penelitiannya, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000, h.

3
a Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, lfietode dan Dinamika Masalahnya,
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Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena

yang dikajiadalah konsep hukum kaidah peraturan perundang-undangan

menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum.s Kaidah peraturan

perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan yang mengatur

sumberdaya alam (agraria), penduduk, kewarganegaraan dan imigrasi.

Sebagai penelitian doktrinal, yang dikaji tidak sekedar menemukan

aturan hukumnya, tetapi meliputi juga prinsrp-prinsip hukum, dan

doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan penelitian, sesuai

dengan karakter preskriptif ilmu hukum.6

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adaiah bahan hukurn primer.T Bahan

hukum primer terdir"i dari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan rakyat, penduduk, kewarganegaraan cjan orang asing:8

a) UUDNRI 1945, khususnya Pembukaan dan Pasal 33;

b) TAP MPR No. lX Tahun 2}l]i ieniang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Aiarn;

c) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraiuran Dasar Pokok-Pokok

Agraria;

Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi l'4as-;,aiakat [ELSAli'{), 2AA2', Soetandl'a \*/ignyo-

soebroto, "Keragaman Dalam Konsep Ilui<uni, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya'l

dalam Butir-Butir Pemikiran Dalom Hukuni i,{einperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sid'

harto, S.H,, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 43-63
s Soetandyo Wignjosoebroto memilah dua tipe kajian hukum berdasarkan lima konsep

hukum. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hul<um yang dikonsepkan

sebagai: [1) asas keadilan dalam sistem moral menuruti doktrin aliran hukum alam;

[2) hukum sebagai kaidah perundang-undangan tnenuruti.doktrin aliran positivisme

dalam ilmu hukum; dan [3J hukum sebagai putusan hakim in concreto menuruti dok-

trin fungsionalisme kaum realis dalam ilrnu hukum. Sementara itu, penelitian hu-

kurn non-doktrinal adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai [4)
poia perilaku manusia dalam masyarakat atau sebagai ins[itusi sosial yang objektif
(pendekatan makro teori struktural-fungsionalJ; dan [5) hukum sebagai makna sim-

bolik yang terungkap dalam perilaku interaktif antarmanusia [Soetandyo Wignyosoe-

broto, Op.Cit. h. 160-169; Soetandyo Wignyosoebroto, Ibful.)
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, fakarta: Prenada Media 2005, hlm.35; li-

hat juga Iohnny lbrahim, Op. Cit,,h.34-37
7 Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit.,h. 141-L66
I Beberapa daribahan hukum primer tersebut meskipun sudah tidak berlaku lagi, teta-

pi dikaji untuk melihat dinamika politik hukum yaug terkandung di dalamnya.
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d) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

e) UU No

f) UU No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6 Tahun 2011 tentang

g) PP No. 41 Tahun 1996 tentang

Atau Hunian Oleh Orang Astng

Keimigrasian;

Pemilikan Rumah TemPat Tinggal

Yang Berkedudukan Di lndonesia;

176

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui prosedur identifikasi,

inventarisasi, dan membuat catatan atau kutipan terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang sumber daya aiam (agraria), penduduk,

kewarganegaraan, dan orang asing.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis

guna menernukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-

doktrin hukum guna menjawab permasalahan penelitian. hletcde

analisis yang digunakan adalah preskriptif-analitis, yaitu dengan cara

pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku,

sistematisasi hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi,

dan penilaian hukum yang berlaku,e mencakup: rakyat, penduduk,

kewarganegaraan lndonesia dan orang asing, Sistematisasi hukum

dilaktrkan dengan berlandaskan pada empat prinsip penalaran yaitu

derogasi, non kontradikasi, subsumsi dan eksklusi.l0

e D.H.M. Meuwissen .llmu Hukum (Penerjemah B. Arief Sidharta). Pro Justitia. Jurnal Uni-

ka Parahyangan, Tahun XII No. 4 Oktober L994, h,'26-28; lihat juga B, Arief Sidharta,

Refleksi Tentang Struktur llntu Hukum, sebuah penelition tentang fundasi kefilsafotan dan si-

fatkeilmttan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum Nasional indonesia,

Bandung: Mandar Maju, 2000, h. L49-152; B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengem-

banan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukunt, dan Filsafat Hukum, Bandung: Rafika Aditama,

2009,h.55-57
l0Demikian dalam mensistematikan material hukum, |.W Harris mengemukakan bahwa

"the rule-systematizing togic of tegal science" mencakup empat asas, yaitu: Derogasi art-

inya menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Non-

kontradiksi; tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewaiiban dikaitkan dengan

suatu situasi yang sama. Subsumsi: adanya hubungan logis antara Cua aturan dalam

hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Eksklusi: tiap sistem hu-

kum diidentifikasikan dalam sejurnlah peraturan perundang-undangan. Lihat B. Arief
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lIII. PEMBAHASAN

Konstitusi agraria merupakan kajian hukum yang masih relatif baru. Kajian

konstitusi agraria berada pada wilayah pembahasan persoalan agraria

di dalam konstitusi, sehingga posisinya diantara kajian hukum konstitusi

dan kajian hukum agraria.llKajian hukum konstitusi di lndonesia

selama ini lebih dikenal dengan kajian "hukum tata negara", umumnya

mengkaji kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan,

hak asasi manusia, warga negara cii dalam konstitusi yang berkaitan

dengan ha-hak sipil dan politik, seperti hak kebebasan berserikat

berkumpul, mengemukakan pendapat, partai politik, pemilihan umum.

Sementara itu kajian hukum agraria rnasih dimaknai sebatas hak-hak

penguasaan tanah.12 Menurut v,ance Ai'isona, kajian hukum agraria

lebih menonjolkan cjimensi hukLiri-i perdata dan huKum administrasr

negara.13 Diantara kajian hukum konsitiusi dan hukuni agraria hadirlah

kajian konstitusi agraria, yang diCahului dengan lahirnya kajian ekonomi

dan sosial dalam disertasi Jimly.ia ciiianjutkan kajian lingkunganls hidup

dari sudut pandang konstitusi yang dinrotori oleh iimly Asshiddiqie.

Sebagai bagian dari hukum pLrbiik, <cnstltr:si agraria memoahas dirnensi

yang lebih iuas dan mendasar dari pada sekedar hukum aciministrasi

yang dikaitkan dengan masaiah aErar ia. Dii<atakan lebih luas dan

mendasar sebab ia berpangkai recaia konstitusi yang rnerupakan

hukunr tertinggi di dalam suatu negai'a. Korrstitusi merupakan hukum

ciasar yang mendasarr berbagai aktivitas hukum yang terjadi di dalam

penyeleng garaan negara.

Sidharta "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal"
dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta [ed.J, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan

Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm., L47 -I4B; lihat juga B. Arief Sid-

harta, Refleksi....op. cir, hlm, 153.
llYance Arizona, Konstitusionctlisme Agraria, STPN Press, Yogyakrata,2074, h. 10.
l2Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesio: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Po-

kok Agraria, Isi dan Peloksanoannyo,lakarta: Diambatan, 2008
l:rYance Arisona, 0p. Cit.,h,1,1
laf imly Asshiddiqi e, Gagasan Kedqulatart Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di

Indonesia,fakarta: Ichtiar baru-van Hoeve, 1994 lbid...Yance Arisona. h, xiii
lsJin-rly Asshiddiqie, Green Constitutiort, Nuenscr Hijuu UUD L945, Jakarta: RajaGrafindo,

2009
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Kesadaran akan konstitusi semakin meningkat di lndonesia. Warga

masyarakat sering berbicara tentang hak-hak mereka yang dilanggar

bukan saja sebagai hak asasi manusia ataupun hak-hak normatif,

tetapi sudah menjangkau pada hak konstitusional. Pada kondisi seperti

itulah konstitusi agraria memperjuangkan perwujudan keadilan agraria

berdasarkan konstitusi. Kajian konstitusi agraria meletakan dasar bagi

pihak-pihak yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria untuk

menuntut hak-hak mereka sebagai hak konstitusional.

Sebelum kajian lanjutan konstitusi agrai'ia, harus sudah jelas siapa

pihak yang dianggap telah mengalami ketidakaciilan agraria untuk

dapat mengajukan tututannya menurut konstitusi. Pada ketentuan

Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 (Konstitusi Negara Republik lndonesia),

sudah tegas mengatur, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pada konstitusr tersebut suciah tegas

bahwa kemakmuran rakyatlah yang ciiutamakan dalam oengelolaan

surnber daya alam (agraria). Artinya hak-hak rakyatlah yang periu

diperjuangkan untuk dapat dipenuhi berdasarkan konstitusi. Pengertian

rakyat Ci sini adalah rakyat lndonesia.

Jawaban yang berhenti bahwa rakyat lndonesialah yang harus

diperjuangkan hal<-haknya adalah tidak cukup. Masih harus diperjelas

dan dipertegas lagi, rakyat Indonesia yang mana? Apakah termasuk

seluruh penduduk lndonesia, ataukah terbatas pada WNl.

1. Rakyat lndonesia dalam Konteks Konstitusi dan UUPA

Sebutan kata "F.akyat lndonesia" dalam konteks Pembukaan UUDNR.I

1945, paling tidak ditemukan tiga kali dan, sebutan "rakyat"

diketemukan empat kali. Sementara itu dalam naskah UUDNRI 1945

sebelurn amandemen ditemukan 27 sebutan "rakyat", dan dalam

naskah amandernen ditemukan 93 kali. Sebutan "Rakyat lndonesia"

dan "rakyat" dapat disimak dalam teks Pembukaan berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
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tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
t

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan lndonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan

rakyat lndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara

lndonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keiirginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan vang bebas,

maka rakyat lndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

lndonesia yang melindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh

tumpah darah lndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertrban

dunia yang berdasarkan ken:erdekaan, perciamaian abaCi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan lndcnesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar I'Jegara lndonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan negara Repubirk Inconesia yang ber"kedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada: Ketu-=iar t;ng I\,4aha Esa, kemanusiaan yang

adil dan beradab, persatuan !nConesia, dan kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan caiam permusyawaratanlperwakilan,

serta dengan mewujr-id-kan suaiu <eadilan sosial bagi selurun rakyat

lndonesia."

Tiga kali penyebutan rakyat lncionesia, merniliki arti penting dilihai dari

susuna n/urutan penyebutan ciala m kal i matnya. Pertama, mengantarkan

rakyat lndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kedua, rakyat

indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ketiga, mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia. Apabila tiga penggalan

kalimat tersebut dirangkai akan menjadi kalimat yang sangat bermakna,

yaitu: Perjuangan pergerakan kemerdekaan lndonesia ditujukan untuk

mengantar dan menyatakan kemerdekaan dalam mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia.

Sebutan " rakyat lndonesia " dan " rakyat" dalam Konstitusi tidak

mendapatkan penjelasan, siapa yang dimaksud dengannya. Kamus
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Bahasa lndonesia memberikan pengertian rakyat adalah segenap

penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintah); orang

kebanyakan atau orang biasa; atau kalau pasukan berarti bala tentara.

Apabila diikuti kata "jelata", berarti rakyat biasa (bukan bangsawan)

atau orang kebanyakan. Jika kata rakyat diikuti kata "kecil", berarti

orang yang status sosial ekonominya sangat kurang, atau rakyat

kebanyakan.l6

Menurut Kansil rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah

negara dan yang tunduk pada kekuasaan dari negara tersebut.lT Jika

dikaitkan dengan sebutan rakyat lndonesia berarti semua orang yang

berada di wilayah negara lndonesia dan yang tunduk pada kekuasaan

dari negara lndonesia. Asas pokok yang dijadikan dasar penentuan

termasuk tidaknya seseorang dalam golongan rakyat tertentu adalah

asas keturunan (ius-sanguinis), dan kemudian asas tempat kelahirani

tempat tinggal (ius soli). Menurut asas sanguinis, rakyat adalah orang-

orang yang mempunyai satu keiurunan, satu nenek moyang. Pertalian

daran merupakan faktor yang sangat penting. Perkembangannya,

datanglah orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang

berbeda, rnereka datang untuk bertempat tinggal dan tunduk di bawah

kekuasaan negara itu. Faktor tempat tinggal turut pula menentukan

masuk tidaknya seseorang dalam golongan rakyat dari suatu negara.

Demikian juga .Vang menentukan masuk tidaknya dalam golongan

rakyat lndonesia adalah pertalian darah dan tempat tinggal.

Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan rakyat itu sarna dengan

penduduk suatu negara? Pertanyaan itu harus ditelusuri terlebih dahulu

arti penduduk. Penduduk adalah warganeQara dan orang asing yang

bertempat tinggal di lndonesia. Penduduk terdiri dari warganegara

dan non-warganegara yang bertempat tinggal tetap di suatu negara.

Bagaimana dengan WNI yang bertempat tinggal di luar negeri? la

l6Departemen Pendidikan Nasion al, Kamus Bahasa Indonesia, )akarta: Pusat Bahasa,

2008. h. 1159
17C.S.T, Kansil dan Chritine S.T. Kansil, Hukum Tata Negaro Republik Indonesia, Penger-

tian Hukum Tota Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Prokalmasi
Kemerdekaan 1"945 Hingga Krni, Jakarta: PT Rineka Cipta,200B, h. 18
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bukanlah rakyat lndonesia. Benarkah ia bukan termasuk pengertian

rakyat lndonesia?

Guna menjawab pertanyaan apakah WNI yang tinggal di luar negeri

adalah rakyat lndonesia atau bukan dapat disimak pidato Supomo tanggal

31 Mei 1945 di hadapan BPUPKI. Syarat mutlak untuk mengadakan

negara, yaitu daerah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat

yang dimaksud adalah rakyat sebagai warga negara yang menjadi

kebangsaan lndonesia. Sebagai dasar pokok kewarganegaraan lndonesia

adalah ius sanguinrs cjan ius soli.lB Jelaslah dari isi pidato tersebut yang

dimaksudkan dengan rakyat adalah warga negara.

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat yang sama dengan Supomo. Hal ini

ciikemukakan pada saat menieiaskan syai'at berciir-ri-lya negara. Syarat

berdirinya negara sekurang-kurangnya harus ada tiga syarat. Salah satu

syaratnya adalah rakyat yang tetap, selain wilayah, dan pemerintahan

yang berdaulat. Rakyat {people)yang meneiap cii suatu wilayah tertentu,

dalam hubungannya dengan negara acialan lvarga negara lcitizen),ls

dan bukan penduduk. $/arga negara mernpunyai hubungan yang tidak

terputus dengan negai'afiya waiaupun yafig bersangkutan berdomisili

di luar negeri, asalkan l,-ang bersangkutan ticiak memutuskan sendiri

kewarganegaraannya. Semeniara itu orang asing hanya mempunyai

hubungan dengan negai'a seiama !a hertempat tinggal di r,ryilayah negara

yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapa+. Supomo dan Jimly Asshiddiqie tersebut di atas,

yang dimaksud dengan rakyat lrrdonesia adalah warga negara lndonesia,

tidak termasuk orang asing atau warga negara asing, meskipun yang

disebut terakhir adalah bertempat tinggal di lndonesia atau menjadi

menduduk lndonesia. Meski ia bukan rakyat lndonesia, karena ia sebagai

penduduk lndonesia tetap mendapatkan perlindungan dari negara.

lsMuhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1.945, Jilid I, Djakarta: fa-
jasan Prapantja, 1959, h. 109-110; lihat luga RM. AB. Kusuma, Lahirnya Undang'Undang

Dqsar 1945,lakarta: FHUI,2009, h. 15
leJimly Asshiddiqi e, Pengantar llntu Hukum Tata Negara, Jilid 1l Iakarta: Konstitusi Press,

2006, h. 132; lihat juga Han Kelsen , Teori Umum tentang Hukurn dan Negara (General

Theory of Law and State) Penerjemah Raisui Muttaqien, Bandung: Nusa Media,2070, h.
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Sebgb UUDNRI 1945 sendiri memberikan perlindungan, baik kepada

setiap penduduk maupun setiap warga negara lndonesia. Artinya,

UUDNRI 1945juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa

melihat apakah dia warga negara atau orang asing.20 Demikian, WNI

yang bertempat tinggal di luar negeri sepanjang belum memutuskan

sendiri kewarganegaraannya adalah rakyat lndonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sejalan dengan pendapatnya Jimly

Asshiddiqie, bahwa yang termasuk dalam pengertian i'akyat lndonesia

adalah terbatas pada warga negara lndonesia, tidak termasuk orang

asing meskipun ia bertempat tinggal di lndonesia. Orang asing

dikategorikan sebagai penduduk lndonesia, asalkan telah memiliki izin

tinggal tetap, demikian ketentuan di dalam UU Keimigrasian dan dalam

UU Administrasi Kependudukan, namun tidak demikiart menurut UU

i\o. 8 Tahun 2A12 ientang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (trU Pemilu). Ketenti;an Pasal 1 angka 23 UU Pemilu, mengatur

bahwa penduduk adalah Wai'ga |.legara lndonesia yang berdomisili cji

wilayah Republik lndonesia aiau di Iuar negeri. Demikian, pengertian

oenduduk tidak selalu WNI dan orang asing yang tinggal di lndonesia,

tetapi bisa juga VVNI yang tinggal di lndonesia atau tinggal di luar

negeri. Hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pengertian rakyat

tidak sama dengan peirdurduk. Juga menguatkan pendapat Jimly balrwa

syarat berdirinya negara salah satunya adalah rakyat dalam pengertian

warga negara, terkait dengan negara lndonesia berarti warga negara

lndonesia. Jadi pengertian rakyat lndonesia sama dengan WNl.

2. Hubungan Rakyat lndonesia Dengan Penduduk Dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam (Agraria)

Pada uraian di atas telah dengan jelas bahwa secara konstitusi yang

dimaksud dengan rakyat lndonesia adalah WNl. Dalam konteks Pasal

33 ayat (3) UUDNRI 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat yang dimaksud di sini adalah
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WNl. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria diutamakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (warga negara lndonesia).

Hal ini sejalan dengan asas nasionalitas atau asas kebangsaan yang

tertuang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA, bahwa hanya warga-

negara lndonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya

dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan asas nasionalitas dan kebangsaan, bahwa hanya WNI

sajalah yang dapat mempunyai tanah hak milik, bukan berarti orang

asing tidak diperbolehakan mendapatkan manfaat atas sumber daya

alam (tanah). Pasal 42 dan 45 UUPA memberikan peluang bagi orang

asing yang berkeciudukan di lndonesta memperoleh hak atas tanah,

yaitu hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Dengan kata lain yang

dapat menikmati s';niner ciaya alarn di lndoneia tidak terbatas kepada

rakyat lndonesia atau \luririi, namun cranE asing yang berkedudukan di

lndonesia juga diberikan kesempatan untuk mendapatkannya.

Persoalannya adalah apakah seiiap crang asing mendapatkan peluang

memanfaatkan sumber daya aiarn yang aia di wilayah lndonesia. Jika

didasarkan pacia ketenr-uan Pasai 42 ia;r 45 UUPA, berarii hanya orang

asing yang berkeduduKan di lndcnesia. PerianYaan berikirtnya, apakah

berkedudukan cji lncionesia itu diartikan sebagai penduduk lndonesia.

Untuk r-nendaptaKan jav.raban at,as certan-Yaan iersebut, dapat disimak

uraian konsep oiang asinq sebagai penduduk lndonesia berikut'

3. Konsep orang Asing sebagai Penduduk lndonesia

Seperti drurarkan sebelumnya, Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA menentukan,

bahwa yang dapat menjadi pemegang hak pakai dan hak sewa untuk

bangunan adalah orang asing yang berkedudukan di lndonesta.2l

UUPA tidak memperielas yang dimaksud orang asing berkedudukan

2lMaria SW.Surnard jono, Alterntrtif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangu'

non bagi Wargo Negara Asing dan Badan Hukum Asing,fakarta: Buku Kompas,2007 , h' 85.

Mengenai kriteria berkeduclukan cli Indonesia, penjelasan Umum UUPA tidak mem-

berikan penafsiran autentik" Dari segi hukum tata Negara, hal itu berarti tempat ting-

gal, sepeiti dalam pasal 1 UU Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan orang

Ising, ietapi belum menjadi penduduk. Untuk menjadi penduduk orang asing harus

sudah 15 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia (Pasal 3 ayat [1)).
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di lndonesia, oleh sebab itu harus dilihat dalam ketentuan yang lain.

Ketentuan yang memberikan pengaturan tentang orang asing adalah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

lndonesia (selanlutnya ditulis UUKWN). Undang-Undang tersebut, juga

tidak merumuskan secara jelas yang dimaksud dengan pengertian

orang asing. Pengertian orang asing dapat disimpulkan secara negatif

dari ketentuan Pasal 7, bahwa: "setiap orang yang bukan Warga Negara

lndonesia (WNl) diperlakukan sebagai orang asing". Jadi, ukuran untuk

menentukan orang asing adalah orang yang bukan WNl. Hal itu berarti

orang yang tidak termasuk pada Pasal 2, 4,5,7, adalah bukan WNI

atau disebut sebagai orang asing.

Menurut Pasal 2 UUK.WN, bahwa yang menjadiWNl adaiah oi'ang-orang

bangsa lnCcnesia asli dan orang-orang barrgsa lain yang disahkan dengan

undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan Pasal 2 dinyatakan

bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa indonesia asli"

adalah orang lndonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidar
pernah menerima ke,+",arga-negaraan lain atas kehendak sendiri. Ukuran

untuk menentukan WNI yang berasal dari bangsa lndonesia asli adalah

berdasarkan tempat kelaniran dan kehendak orang itu untuk menerima

satu kewarganegaraan, yaitu WNl. Mengenat orang-orang bangsa

lain tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya diisyaratkan apabila ada

orang asing yang akan menjadi WNI harus memenuhi persyaratan dan

mendapatkan pengesahan oleh undang-undang.

Pasal 4 UUKWN mengatur orang-orang yang menjadi WNl, yaitu:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-unciangan

dan/atau perjanjian Pemerintah Republik lndonesia dengan negara

lain sebelum undang-undang irri berlaku sudah menjadi WNl.

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan

ibu WNl.

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI

dan ibu warga negara asing.
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d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga

negara asing dan ibu WNl.

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI,

tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum

negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada

anak tersebut.

f. Anak yang lahir di luar pei'kawinan yang sah dari seorang ibu

WNI.

g Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya

WNI

Anak yang lahir di iuar perkau;inan yang sah ciari secrang ibu

warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Wi{l sebagai

anaknya dan pengakuan itu cjilakukan sebeium anak tersebut

berumur' 18 (Ceiapan belas) tahi;n atau beium kair.,in.

Anak yang !ahr di wiiayah R.epub!:r lr:icnesia yang pada waktu

lahirnya tiCak jelas status ker;arganegaraan ayah dan ibunya.

anak yang baru lahir cirter-nuran cii r,^vilayah negara

indcnesia sela;'::a ay"ah ibunya iidak dik.eiahui.

Republik

k

I

Anak yang ianri' di wilayah Repuciik indonesia apabila ayah

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya.

Anak yang lahir di luar wilayah Republik lndonesia dari seorang

ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak

tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak

yang bersangkutan.

Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarga-negaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal

dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
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Mengenai status anak WNI dr luar perkawinan sah dan anak angkat

WNI yang diangkat orang asing, mereka tetap diakui sebagaiWNl sesuai

syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UUKWN, yang menegaskan:

a. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia

18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh

ayahnya yang berkewargannegaraan asing tetap diakui sebagai

WNI

b. Anak WNI yang belum berusia 5 (lima ) tahun diangkat secara

sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan

pengadilan tetap diakui sebagai WNl.

Sehubungan dengan rurnusan Pasal t huruf (a) UUKWN mengenai

"orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

perjanjian Pemerintah Republik lncionesia dengan negara lain sebelum

Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi WNl", meliputi apa saja

peraturan perundang-undangan dan perjanjian Pemerintah Republik

ii"'rdcnesia dengan negai"a !ein -yang mengatur dan menetapkan

seseorang telah menjadi WNI sebelum UUKWN diberlakukan, tidak ada

penjelasan lebih lanlut mengenai itu. Demikian, yang dimaksudkan

oleh Pasal 2 tersebut adalah orang-orang yang telah menjadi WNI

menurut undang-undang kewarganegaraan yang lama dan/atau

perjanjian antara Pernennrah lndonesia dengan negara lain mengenai

kewarganegaraan, sepanjang orang itu tidak pindah kewarganegaraan,

masih diakui sebagai WNl.

Rumusan yang tegas mengenai orang asing dapat diketemukan di

dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013

dengan UU No. 24Tahun 2013, Pasal i angka 6 UU No. gTahun 1992

Jo. Pasal 1 angka 9 UU No.6Tahun 2011tentang Keimigrasian, bahwa

orang asing adalah orang yang bukan warga negara lndonesia. Demikian

terdapat kejelasan yang dimaksud orang asing yaitu orang yang bukan

warga negara lndonesia, dengan kriteria yang tidak termasuk pada

ketentuan Pasal 2, 4,5, 7 UUKWN.
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Terkait dengan makna "berkedudukan" di lndonesia, antara peraturan

satu dengan yang lain berbeda makna tergantung dari tujuan

pengaturan. Sebelum menelusuri makna " berkedudukan " yang terdapat

di dalam peraturan perundang-undangan, akan dicari pengertiannya

berdasarkan Kamus Bahasa lndonesia (KBl). Berdasarkan KBl, kata

"berkedudukan" berasal dari kata dasar "kedudukan" dengan awalan

"ber", yang artinya:

" 1) tempat kediam an', 2) tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan

ssbagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3)

letak atau tempat suatu benda: gerhana matahari terjadi pd waktu -
bulan tepat di antara bumi dan matahari; 4) tingkatan atau martabat.

- duia besai' sama dengan rnenteri; 5) keadaan yang sebenarnya (tt

perkara cjsbi: hingga sekarang - perKara nnanipulasi uang proyek itu

masih ge!ap; 5i status (keadaan ata.i iingkaian orang, badan atau

negara, dsb): di sana - Saudara sebagai ap3?"".

Berdasarkan KBI iersebut di aias, kata kecjudukan berarti tempat

kediaman, ternpat tinggal, letak aiau ternpat suatu benda, meski ada

pula maksuc iain, ya<ni tingkatan , trizlalla't, <eadaan seL,enarnya dan

status seseoranc.

Timbu! pertanvaan: bagaimana arti kata "berkedudukan" jika ditambah

dengan kaia "cii lndonesia" di beiakangnya? Pertanyaan ini penting

mengingai terniinologi berkedudukan mempunyai arti iebih dari satu.

Mengingat terminologi berkedudukan beracla dalam sebuah kalimat

"orang asing yang berkedudukan di lndonesia", dan kembali pada

pertanyaan cji depan, dapat dikatakan bahwa berkedudukan mempunyai

arti bertempat tinggal atau berdiam diri.

Setelah menlelaskan arti dari terminologi berkedudukan berdasarkan KBI,

maka berikutnya yang perlu ditelusuri adalah makna "berkedudukan"

dari sisi peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 2

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa orang

22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahqsq Indonesia, fakarta: Pusat Bahasa In-

donesia,200B, h.367
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yang berkedudukan di lndonesia adalah orang pribadi yang bertempat

tinggal di lndonesia, orang pribadi yang berada di lndonesia lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di lndonesia

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di lndonesia. Pengertian

berkedudukan di sini dikaitkan dengan kewenangan pemungutan pajak

dan status subjek pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri atau luar negeri.

UUDNRI 1945 (setelah Perubahan) mengatur kewarganegaraan dalam

ketentuan Pasal 26, yakni:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lndonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negara.

iZ: Penduduk iaiah warganegara cian orang asing yang bertempat

iinggal di lndonesia.

(3) Hai-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan
,,n,-1;nn-l rnrl:nnry ur rvu' !:r.

Sebeium Perubahan, Pasai 26 hanya terdiri dari dua ayat:

(i) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lndonesia

asli dan orang-orang bangsa larn yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negai-a.

tZ'i Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan drtetapkan dengan

unCang-undang.

Hal baru dalam Pasal 26 UUDNRI 1945 (Perubahan Kedua, 2000), yaitu

ketentuan atau sebutan "penduduk". Penduduk ialah warga negara

lndonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di lndonesia. Dengan

kata lain, setiap penduduk indonesia -warga negara atau orang asing

- harus bertempat tinggal di lndonesia. Warga negara lndonesia yang

bertempat tinggal di negara lain, bukan (tidak termasuk) penduduk

lndonesia. Menurut Bagir Manan bertempat tinggaldalam Pasal 26 UUDNRI
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1945 adalah dalam arti resrdence, bukan "domisili" (domicile).23 Resrdence

atau tempat tinggal adalah pengertian faktual (nyata bertempat tinggal),

sedangkan domisili (domicile, domicilie) adalah pengertian hukum

(rechtelijk). Untuk perbuatan hukum tertentu seseorang dapat memilih

alamat atau lingkungan wilayah hukum tertentu, meskipun bertempat

tinggal pada tempat yang berbeda. Suatu perjanjian dapat menentukan

forum atau ternpat penyelesaian sengketa pada tempat yang berbeda

dengan tempat tinggalnya. Pilihan forum tersebut dapat berupa forum

peradilan, forum arbitrase, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya.2a

Uraian di atas menunjukkan, bahwa: 1) Penduduk tidak sama

dengan vv/zrQd negara. Penduduk lndonesia terdiri dari warga negara

lndonesia dan',n,arga negara asinq atau orang yang tidak mempunyai

kewarganeEai'aan:2) Warga negara indonesia dapat menjadi penduduk

suatu ft3geia !ain ianpa sei'ia meiia kehilangan kewarganegaraan

lndonesia.

Pasal 26 ay,;t (3) UUDNRI 1945 menyebuikan hal-hal mengenai warga

negara ian penciuduk cjiatur ciengan undang-undang. UUKWN hanya

menEai'ir me ngeftai Kewargane Ealaan aiau warga negara, tidak

mencak-up penciuduk. i'fiengenai pencuciuk diaiur pada UU No. 23 Tahun

20C6 teniang Administrasi Kependucukan yang telah diubah dengan

UU I'Jc. 2a Tahun 2013. Seperti c!sebutkan di atas, penduduk menurut

Pasal 25 aval (2) UUDNRI 1945 terdiri dari warga negara lndonesia dan

oi'ang asing yang bertempat tinggal di lndonesia. Ketentuan-ketentuan

mengenai orang asing diatur dalam Undang-Undang Keirnigrasian.

Berdasarkan cakupan materi muatan tersebut, Undang-Undang

Keirnigrasian -seperti halnya UU KWN dan Undang-Undang Admiiristrasi

Kependudukan- adalah undang-undang yang melaksanakan Pasal 26

ayat (3) UUDNRI 1945. Pasal 1 Angka 23 undang-undang Keimigrasian

- antara lain - mengatur mengenai izin tinggal tetap yang menjadi salah

satu syarat konstitusional (konstitutif) menjadi penduduk lndonesia.

23Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan lndonesia dalam UU No. 72 Tahun 2006,Yog-
yakarta: FH UII Press, 2A09, h.23

24lbid.
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Menurut Bagir Manan pengaturan mengenai penduduk sebagaimana

dimaksud oleh UUDNRI 1945, bukanlah Undang-Undang Administrasi

Kependudukan yang mengatur aspek demografis kependudukan

lndonesia.2s Undang-undang tentang penduduk yang dimaksudkan

oleh Pasal 26 UUDNRI 1945 adalah undang-undang yang mengatur

kewarganegaraan (warga negara) dan orang asing yang tinggal tetap

di lndonesia, yakni UUKWN dan Undang-Undang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di

wilayah lndonesia wajib memiliki izin tinggal, yaitu. izin tinggaldiplomatik,

izin tinggal drnas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin

tinggal tetap. lzin tersebut dibuktikan derrgan dokumen keimigrasian

sesuar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lzin iinggai diplcrnatik Ciberikan kepada orang asing yang masuk

wi!ayan inconesia dengan r;isa dipiomatik. lzin tinggal dinas diberikan

kepacia orang asing yang masuk iviiayah lncionesia dengan visa dinas.

lzln kun;u*E*n diberikan untuk tujuan kunjungan dalam jangka waktu

terbatas,jaiam rangka tugas pernerintahan-nya, pariwisata, kegiatan

sosia! buciaya atau usaha . lzin iinggai ierbatas diberikan dalam arti

jangka wakii; tinggal terbatas. lzin iinggal tetap diberikan kepada

oran! 31.:n! i;ntuk tinggal menetap di wilayah lndonesia clan menjadi

pencudui. indonesia. lzin tersebut ada jangka waktunya, meskipun

izin tinggai tetap. Artinya secara perioclik harus melapor kepada yang

berualenang mengenar keberadaannya.

Ketentuan izin tinggal tetap - pada saat UU No. 9 Tahun 1992 - diatur

lebih Ianjut dalam PP. No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, lzin Masuk, dan

lzin Keimigrasian. Peraturan Pemerintah ini telah diganti dengan PP No.

31 Ttahun 2013 tentang Peratuiran Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2011

tentang Keimigrasian. Menurut ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan 168 PP

31 Tahun 2013, untuk memperoleh izin tinggal tetap sekurang-kurangnya

telah tiga tahun tinggal di lndonesia secara berturut-turut dengan izin

tinggal terbatas, kecauli orang asing yang menikahi WNl, cukup dua
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tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (2) PP 31 Tahun 2013,

lzin tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu dua tahun, dan dapat

diperpanjang paling lama dua tahun dengan ketentuan keseluruhan lzin

Tinggal di Wilayah lndonesia tidak lebih dari 6 (enam)tahun. 
;

Terdapat ketentuan yang menarik pada Pasal 1 PP 32 Tahun 1994 io.
Pasal 102 ayat (3) PP No.31 Tahun 2A13, yaitu pemegang visa tinggal

terbatas dapat melakukan usaha penanaman modal, Penanaman modal

bisa terkait dengan penguasaan tanah, bisa juga tanpa penguasaan tanah.

Jika penanaman modal di sini dirnaksudkan juga dengan penguasaan

tanahnya, maka akan terkait dengan ketentuan status pemegang hak atas

tanah bagi orang asing yang harus berkedudukan di lndonesia. Demikian

pengertian berkedudukan di lndonesia tidak harus dengan izin tinggal

ieiap, ieiapi cukup Cengan izin tinggal terbatas. Dengan kata lain orang

asi;-ig yang berkedudukan di lndonesia tidak harus penduduk lndonesia.

Orang asing yang dimaksucii<an oleh Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA,

harusnya adalah peniuduk indonesia25 dalam artian UU Keimigrasian

Can UU Administrasi Kependudukan, yaitu orang asing yang sudah

memperoieh izin tinggai retap cji wilayah lndonesia. Seperti halnya

iikemukakan oieh Bcedi Harsonc, bahwa sesuai ketentuan hu<um

aca'i, orang asing hanya dapal menguasai tanah dengan Hak Pakai,

:ika ia benar'-benar berkedudukan di (dalam arti menjadi penduduk)

lnConesia.2T Hal dernikian dengan pertimbangan pertama, terkait

dengan syarat-syarat pengajuan permohonan hak atas tanah dan

pendaftaran tanah, yaitu meiampirkan identitas diri yang berupa Kartu

Tanda Penduduk (KTP) KTP dapat diperoleh jika telah memiliki Kartu

Keluarga. Kartu Keluarga dapat diterbitkan setelah memiliki izin tinggal

tetap. Kedua, menurut ketentuan Pasal 45 PP 40 tahun 1996 terkait

dengan jangka waktu hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang

asing, yaitu Hak Pakai dapat diberikan paling lama 25 tahun.

Terlepas dari makna orang asing yang berkedudukan di lndonesia,

26Mengingat ketentuan dalam Pasal 1

pengertian penduduk terbatas pada

tinggal di luar negeri.
2TBoedi Harsono, Op, Cit.,h.223

angka 23 UU No. B Tahun2012 tentang Pemilu,
WNI, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang
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apakah orang asing tersebut harus memiliki izin tinggal terbatas atau

izin tinggal tetap, perlu diperhatikan pendapatnya Notonagoro dan

A.P. Parlindungan yang mengatakan bahwa orang asing hanya dapat

mempunyai hak atas tanah di lndonesia, seiama kepentingan WNI tidak

terganggu dan JUga penguasaan tanah oleh orang asing itu dibutuhkan

oleh pemerintah dalam rangka ekonomi lndonesia.2s Selanjutnya,

dikatakan bahwa bukan sudut pandangan dari orang asing tetapi dari

sudut pandangan lndonesia (ekonomis, politis, sosial, dan bahkan

pertahanan dan keamanan nasional) .2e Ditegaskan oleh Notonagoro,

bahwa orang asing dapat diberi kekuasaan terhadap tanah di lndonesia,

seberapa diburtuhkan oleh (orang) lndonesia terhadap orang asing ttu.30

Pendapat tersebut, lebih memberikan penekanan bahwa pemilikan

tanah oleh orang asing harus dilihat dari kepentingan nasional, bukan

pada kepentingan asing semata.

Apabila orang aslng rnelanggar atau tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan keii^nigraslan iPP No. 31 Tahun 2013), maka kepada orang

asing iiu ticjan mu-g!..;n lagi berada atau berkedudukan di lndonesia.

Adapun keteniuan-k=tentuan keimtgrasian yang dimaksud, yaitu:

a) \llarga ilegara asrng melepaskan hak izin tinggal tetap atau izin

tinggal ierbatas atas kemauannya sendiri.

b) Berada cji !uar w!iayah Negara Repubiik lndonesia terus menerus

dan telah nie i=5ihi batas waktu izin masuk kembali ke wilayah negara

Republik lnConesia.

c) Dikenakan tindakan keimigrasian

Kembali menelusuri makna orang asing yang berkedudukan di lndonesia,

baik UUPA maupun PP 40 Tahun 1996 tidak memberikan penjelasan

yang cukup. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 PP 4A Tahun

zsParlindungan, A.P., Komentar Komentar Atas IJndang-undang Pokok Agrarfa, Bandung:

Alumni, 1988, h. 29
2elbid.

30Notonago ro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, |akarta: CV Pancuran

Tujuh, !992, hlm. 79; Lihat juga Iman Soetiknjo, Polrtf kAgraria Nasional,Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press,1.985, h. 18
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1996 hanya memberikan kriteria, bahwa orang asing yang dianggap

berkedudukan di lndonesia adalah orang asing yang kehadirannya di

lndonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Selain

tidak memberikan kejeiasan arti berkedudukan, PP 40 Tahun 1996

tersebut justru menambah tidak jelas makna berkedudukan, karena

ada tambahan kata "clianggap" didepan kata "berkedudukan". Artinya

setiap orang asing yang dianggap berkedudukan di lndonesia, dapat

menjadi subjek hak pakai. Pertimbangan utamanya acialah orang

asing yang kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan

nasional, dianggap berkedudukan di lndonesia. Penjelasan Pasal 39

PP 40 Tahun 1996 tidak tepat, sebab bisa saja pembangunan nasional

sungguh berhasil dengan kehadiran orang asing, tapi bagaimana jika

rakyat tetap miskin, i'akyat menjadi kuli di negerinya sendiri, dan hasil-

nasil pembangunan justru dibawa keluar wilayah lndonesia oleh orang

asing, serta hasii pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir rakyat

In donesia.

Tampaknya pemikiran PP 40 Tahun 1996 diikuti juga oleh PP 41 Tahun

i996 tentang Femilikan Runrah Tinggal atau Hunian Oleh Orang

Asing YanE Berkeciudukan di lndonesia, dan Peraturan Menteri Negara

Agrai"ialKa.BPN iiio. 7 lbhun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan

Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Jo. No. 8 Tahun

1996. Penjelasan PP 41 tahun 1996 sangat jelas mengarahkan bahwa

pengertian berkedudukan di lndcnesia, tidak harus orang asing tersebut

selalu hadir secara nyata di lndonesia. Dengan kata lain, orang asing

tersebut tidak harus menjadi penduduk lndonesia, tetapi cukuplah kalau

orang asing itu memiliki izin tinggal terbatas, atau bahkan sekedar izin

tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, ataupun izin tinggal kunjungan.

Penjelasan Umum PP 4l Tahun 1996, memuat bahwa, ...Arahan bahwa

orang asing tersebut harus berkedudukan tersebut dewasa ini dan untuk

masa-masa yang akan datang perlu diperjelas dan dijabarkan lebih

lanjut. Selain perkembangan keadaan dan kebutuhan yang walar untuk

memberi antisipasi terhadap keterbukaan yang lain merebak ke segala

aspek kehidupan, praktik dalam bidang hukum perjanjian pada umumnya
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dan,hukum pertanahan itu sendiri perlu dicermati. Arti daripada arahan

mengenai keharusan untuk berdudukannya di lndonesia, tampaknya

kian perlu dijabarkan secara bijaksana. Secara konkret, tidak perlu

harus diartikan sama dengan tempat kediaman atau domisili. Di bidang

ekonomi, misalnya; orang dapat memiliki kepentingan yang harus

dipelihara tanpa harus menunggunya secara fisik, apalagi untuk waktu

yang panjang dan secara terus menerus. Kernajuan di bidang teknologi

transportasi dan komunikasi, memungkinkan orang memelihara

kepentingan yang dimiliki-nya di negara lain tanpa harus menungguinya

sendiri. Kadang kala, mereka cukup hadir secara berkala... "

Hal di atas diperjelas lagi dengan Surat Menteri Negara Agraria/Ka.BPN

No. 1.10-2871 tertanggal 8 Ortober 1996, bahwa orang asing dari

segi kehadiran-nya dapat droagi rrrenjadi dua yaitu orang asing yang

bertempat iinggai di inionesia secara menetap (izin tinggal tetap/

penduduk lndonesia) dan crang asing yang tidak bertempat tinggal di

lnccnesia secara rnenetap, rneiainkan hanya sewaktu-waktu berada

di indonesia (izin kun;ungar: atau izin keimigrasian !ainnya). Berarti

hal ini sejalan dengan pencacat Bagir Nlanan, bahwa yang dimaksud

dengan penduduk adaiah t#idi cian orang asing yang bertempat iinggal

di indonesia. Bertempat trnggal di lndonesia berarti berkedudukan di

lndonesia. Sementara itu, oengertian orang asing yang berkedudukan

cji indonesia cjiperiuas oieh Pp 40 Tahun 1996 dan PP 4i Tahun 1996.

Orang asing tidak hanya seKecai'penduduk lndonesia atau tidak sekedar

orang asing yang berternpai tinggal di lndonesia, termasuk juga orang

asing bukan penduduk lndonesia.

Sepertinya, pandangan PP 32 Tahun 1994 yang terbit pada tanggal 14

Oktober 1994, termasuk PP 31 Tahun 2013, PP 40 Tahun 1996, dan PP

41 Tahun 1996 sangat dipengaruhi oleh pemikiran Maria SW. Sumardjono

dalam makalahnya yang berjudul "Kemungkinan Pemilikan Satuan

Rumah Susun oleh Orang Asing" pada seminar yang diselenggarakan

oleh Asia Pasific lnstitute for Management Development di Jakarta pada

tanggal 4-5 Mei 1994.31 Pemikirannya adalah memberikan peluang
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kepada dua golongan WNA (baik penduduk maupun bukan penduduk)

untuk dapat diberikan Hak Pakai.

"Dalam upaya pemberian kemungkinan bagi WNA untuk menjadi

pemegang HP atau pemilik apartemen/sarusun perlu dipikirkan tentang

kriterra "berkedudukan di lndonesia". Mengenai kriteria "berkedudukan"

tidak dijumpai tafsiran autentiknya dalam penjelasan lJmum UUPA,

namun dari segi hukum tata Negara pengertian "berkedudukan" adalah

sama dengan bertempat tinggal. UU Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang

Kependudukan Orang Asing (TLN No. 812) membagi orang asing menjadi

dua golonqan, yakni: (1) mereka yang mendapat izin masuk (admission)

dan memperoleh hak untuk tinggal di lndonesia untuk jangka waktu

terientu; dan (2) mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di lndonesia

dan dipanciang sebagai penduduk dengan dasar menetap atau gevestigd.

llasalahnya adalah, WNA yang mana yang dapat diberikan HP? Apakah

kedua gclcngan tersebut, ataukah hanya mereka yang mempunyai izin

menetap/ge;,estigd? Kiranya tidak ada keberatan untuk memberikan

peiuang kepada dua golonEan WNA tersebut untuk dapat diberikan
r rh tt2a
n r...

Berdasarkan uraian di atas konsepsi orang asing (perorangan) yang

dapai menjadi subjek hak atas tanah di lndonesia telah r-nengalami

perluasarr, yang semula hanya orang asing penduduk lndonesia menjadt

baik orang asing sebagai penduduk maupun crang asing bukan sebagai

penduduk lndonesia.

Orang asing yang dimaksudkan oleh Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA,

harusnya adalah penduduk lndonesia33 dalam artian UU Keimigrasian

dan UU Administrasi Kependudukan. Penduduk lndonesia menurut

ketentuan UU Keimigrasian dan UU Administrasi Kependudukan adalah

orang asing yang sudah memperoleh izin tinggal tetap di wilayah

dalam Kompas,11November1993, Maria SW. Sumardiono,KebijakanPertanahanantara
Regulosi dan Implementasi, Edisi Revisi, Jakarta: Buku Kompas,2007, h, 156-163

32lbid,,h.85
33Mengingat ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. B Tahun20LZ tentang Pemilu,

pengertian penduduk terbatas pada WNI, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang

tinggal di luar negeri.
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lndonesia. Hal demikian sejalan dengan ketentuan hukum adat,

seperti yang dikemukakan oleh Boedi Harsono, bahwa dalam hukum

adat orang asrng hanya dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai,

jika ia benar-benar berkedudukan (dalam arti menjadi penduduk) di

lndonesra.3a Hal demikian dengan pertimbangan, bahwa persyaratan

pengajuan permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah harus

melampirkan identitas diri yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP dapat diperoleh jika telah memiliki Kartu Keluarga. Kartu Keluarga

dapat diterbitkan setelah memiliki izin tinggal tetap.

IV. PEN UTU P

1. Simpulan

Berdasarkan kajian konsiiii;si agraria terkait dengan rakyat dan rakyat

!ndonesia pada uraian di aias capat disimpulkan sebagai ber"ikut:

a. Berdasarkan t<,ajian k*..'=titusi agraria, yang dimaksudkan dengan

rakyat lndonesia acjalan .,'vai'ga Negara lndonesia. Dengan demikian,

anianat Pasal 33 a,v,at (3) UtiDNRl 1945, bahwa bumi cian air dan

kekayaan alam ,v-ang iei'<andung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara

lndonesia, i:ark yanE t:rcgal di lndonesia maupun yang tinggal di

Irr:r nonoriruur r rLyLr r.

b. Secara bersanra-sanra baik rakyat lndonesia (WNl) maupun penduduk

lndonesia diberikan kesempatan dalam pengelciaan sumber

daya alam (agrarra). Perbedaan diantira keduanya bahwa untuk

penduduk bukan WNI terbatas terhadap akses tanah, yaitu hak

pakai dan hak sewa untuk bangunan. Sementara untuk penduduk

warga negara lndonesia merniliki keluasan dalam akses tanah hak.

c. Orang asing yang diperkenankan sebagai subjek hak atas tanah,

terbatas pada orang asing yang telah menjadi penduduk lndonesia,

tr !!

d=

oq
Hi co

.1 C

FE
H?i
Cd;

'nr C

3aBoedi Harsono, Hukum Agraria lndonesia: Sejarah..., Op. Cit., hlm.?23



meskipun sebelumnya konsep orang asing yang bisa akses terhadap

hak atas tanah pernah mengalami perluasan, yaitu termasuk orang

asing bukan penduduk lndonesia.

2. Saran

a. Kejelasan akan status rakyat lndonesia dalam KonstitusiAgraria, telah

memberikan landasan hukum yang kuat dalam mempergunakan

bumt dan air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat lndonesia, yaitu WNl.

b. Warga Negara lndonesia harus mendapatkan prioritas dalam

pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di wilayah

Negara Republik lndonesia.

c. Diperiukan regulasi yang terstruktur dan sistematis terkait

diperkenankannya orang asing mendapatkan akses tanah hak pakai

dan hak sewa untuk bangunan.
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